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Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Bulan olntober Tahun Dua Ribu Dua puluh riga
bertempat di Trrlungagung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RosE IPTRrgrrLArDrrAIrr, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
T\rlungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung, yang berkedudukan d.i Jalan
Sultan Agung III Nomor [A Desa Ketanon kecamatan Kedungwaru
Kabupaten T\rlungagung, selanjutnya disebut sebagai PIIIAK PERTAUA.

2. R. BITDIUAII P. KITSITUAII, Kepala Lembaga pemasyarakatn Kelas IIB
Tulungangung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kmbaga
Pemasyarakatn Kelas IIB Ttrlungangung, yang berkedudukan di Jalin
Pahlawan Nomor 139 Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten
T\rlungagung, selanjutnya disebut sebagai PIHAI( KEDUA.
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Untuk selanjutnya PIHAX PERTATA dan PIHAK XEDUA secara bersama-s€una
disebut PARA PIHAI( dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAI( terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa PIIIAI( PERIA A adalah kmbaga Pemerintah Non Kementerian

yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada
Presiden yang mempunyai tugas men5rusun dan melalsanakan kebijakan
nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi
vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan
wewen€rng Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten
T\rlungagung, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur;

b. bahwa PrHAx KEDUA adalah unit pelaksana Teknis di bawah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakaq tempat tersangka atau
terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, aan p"-i.ik.ran
di sidang pengadilan;

c. bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia telah melakukan kerja sama dalam bentuk
Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesii Nomor: pKS/
....... I XIIIK /HK.O2l2023 /BNNK dan Nomor: w.1S.PAS.PAS.26.HH.O4.OS_.......
Tahun 2o23 tentang Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

d. bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf
c, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara pARA piHAII yang
menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahama.r. -

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagei berikut:
l. undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2oo9 tentang Narkotika (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 143, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O62);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata cara
Pelaksanaan Hak warga Binaan pemasyarakatan -(trmbaran 

Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan tembaran Ne[ara
Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah
lerat<nir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2o 12 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentan!
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2ol1 tentang pelaksanaan wajib
l,apor Pecandu Narkotika;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran Negara Republik

-2-



Indonesia Tahun 2013 Nomor 1O3, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2O1O tentang Badan Narkotika
Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 60)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2O19 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2O1O
tentang Badan Narkotika Nasional (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 128);

7. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor Ol /PB IMA/llll2Ol4,
Menteri Hukum dan HAM Nomor O3 Tahun 2O14, Menteri Kesehatan Nomor
l1 Tahun 2O14, Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2O14, Jaksa Agung Nomor
PER-OO5/A/JAI03l2Ol4, Kapotri Nomor ll2ol4, dan Kepala BNN Nomor
PERBER/O1/ilI/2O14IBNN, tanegal l1 Maret 2O14, tentang Penanganan
Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam
lcmbaga Rehabilitasi;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415 Tahun 2Ol l tentang Rehabilitasi
Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol l Nomor 825);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2Ol2 tentangStandar Rehabilitasi
Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dart Zat Adiktif
[,ainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 1218);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Pelal<sanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh
Pengadilan;

11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentatg
Penilaian Pelaksanaan Pelayanan kmbaga Rehabilitasi Narkotika
Komponen Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 3O3);

12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2O14 tentang
Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika
dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 844);

13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2Ol5
tentang Peraturan Pengamanan Pada l.apas dan Rutan;

14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lemb^ga Rehabilitasi Medis dan
Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O 16 Nomor 2 19);

15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor L2 Tahlurr 2Ol7
Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan
Warga Binaan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 9O7);
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16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indoenesia Nomor 9 Tahun 2OL7 tentang
Standar Nasional Rehabilitasi Sosial B.g Pecandu dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan 7.at Adiktif l,ainnya;

17. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2O Tahun 2Ol7 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 19O4);

18. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2O17 tentang Standar
Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1942);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2O Tahun 2O18 tentang Perubahan
Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8
Nomor 836);

20- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2O2O tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan
Narkotika Nasional Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 202O Nomor 999);

21. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor I Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; dan

22. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI Nomor:
PAS-98S.PK.O 1.06.04 Tahun 2O18 tentang Petunjuk Pelaksanaan l,ayanan
Rehabilitasi Narkotika Bagi Talanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di
UPT Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat,
darr tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA
PIHAI( sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I
XETEI|TUAil I'UUU

Pasel I
Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

Narkotika adalah zat at-a:u obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanarnan, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dibedakan ke dalam golongan-golongan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Prekursor Narkotika adalah zat atanu bahan pemr.rla atau bahan kimia yang
dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

I
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3. Rehabilitasi Narko'ika adalah serangkaian proses rehabilitasi terpadu yang
mencakup rehabilitasi medis dan sosial bagi Tal.anan dan Warga Binaan
Pemasyarakatan serta layanan pasca rehabilitasi bagi Klien pemasyarakatan
dalam rangka pemulihan frsik dan llsnral pada kondisi sebelumnya bagi
penyalah guna dan/atau pecandu narkotika untuk pulih, produlrtif, dan
berfu ngsi sosial dimasyarakat.

4- Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk
membebaskan pecandu Narkotika dari ketergantungan Narkotika.

5. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu,
baik 6s;p, mental maupun sosial, agar bekas (mantan) pecandu Narkotika
dapat kembali mslaksarakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

6. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menya-lahgunakan
Narkotika dan dalarn keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara
fisik maupun psikis.

7. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja
menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa,
dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

8. lrmbaga rehabilitasi medis adala]r lemb.ga yang memfasilitasi pelayanan
kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, korban
penyalahgunaan Narkotika dan penyalah guna Narkotika yang ditetapkan
oleh Menteri Kesehatan.

9. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan
sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial b"gr bekas (mantan) pecandu
dan korban penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri sosial.

1o. warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut wBp adalah
Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien pemasyarakatan

BAB III
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BAB II
UANSI'D DAN TUJUAI|

Pasal 2
(l) fvlaksud dari Pedanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama

bagi PARA PIHAI( dalam bidang pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekurior Narkotika.

(21 Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menunjang dan
mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PII{AK dingan
tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



RUAf,G LITGXUP

Pasal 3
Ruang lingkup Perjanjian Keq'a Sama ini meliputi:
(1) Penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
melalui pemanfaatan sarana dan prasarana milik PIIIAI( IIEDUA dan/atau
instansi dibawahnya;

(21 Pembentukan Relawan Anti Narkoba bagi PIHAX IIEDUA;

(3) Pembinaan dan peningkatan peran serta PIIIAK XEDUA sebagai Penggiat
Anti Narkotika;

(41 Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika melalui pelaksanaan tes/uji Narkoba atas koordinasi
PARA PTHAI!

(5) Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan
pemberantasan penyalahguna€rn dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan
kepentingan Negara;

(6) Pemanfaatan sarana dan prasarala yang dfuniliki oleh masing-masing
PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(7) Dukungan terhadap penyelidikan dan/ atau penyidikan tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan bukti permulaan yang
cukup di lingkungan yang berada dibawah kewenangan PIHAI( I{EDUA
sesuai dengan ketentual perundang-undangani

(8) Pelaksanaan operasi bersama terkait pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narko.ika; dan

(9) Dukungan terhadap layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika yang
telah disepakati oleh PARA PIHAI( dalarn rangka mendukung program
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika:

(1O) Bantuan pengawasan PARA PIEAI( terkait Penggeledahan Barang dan
Badan oleh Pengunjung dari PIHAI( XEDUA serta Pembentukan Jadwal
Piket Pos bersama yang dibangun oleh PARA PIIIAK di dekat lingkungan
PIIIAI( XEDUA untuk meminimalisir adanya gangguan keamanan dan
ketertiban memalui lemparan barang terlarang.

(11) Terhadap upaya penggagalan penyelundupan Narkotika akan
dikoordikasikan dari PIHfi( PERTATA kepada PIHAL XEDUA.
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BAB TV

TUGAS DAIT TAITGGUI|G JAWAB

Pasel 4
PIIIAI( PERIA,UA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

a. Menyediakan narasumber dan memberikan materi pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dal peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika untuk kegiatan sosialisasi penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Frekursor Narkotjka kepada PII{AI{
I(EDUA;

b. Berkoordinasi dengan PIIIAX XEDUA dalam pelaksanaan kegiatan
sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika maupun
pemeriksaan urin;

c. Melakukan pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan
dan kepentingan Negara;

d. Berperan serta dalam pelaksanaan operasi bersama terkait
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; dan

e. Membantu pelaksanaan rehabilitasi terhadap warga binaan atau
petugas yang mengalami penyalahgunaan narkotika.

2. PIHAI( XEDUA memprlnyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

a. Mendapatkan materi pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika dari PIIIAI( PERIAUA melalui kegiatan sosialisasi
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengajukan narasumber kepada PIIIAI( PERTAUA dalam kegiatan
sosalisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan PIHAX PERTAUA
dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegatran dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;

b
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Memberikan informasi kepada PIIIAI( PERTA.IA jika terdapat
penyalahgunaan narkoba di tingkungan Lembaga pemasyarakatan
Kelas II B Tulungagung dan mendukung program rehabilitasi jika
terdapat penyalahgunaan narkoba;

Jika terdapat kegiatan tes urin narkoba PIHAI( KEDUA menyiapkan
Rapid Test uji Narkoba yang akan digunakan untuk pemeriksaan urin
terhadap pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
T[lungagung; dan

Melakukan Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan
dan kepentingan Negara.

BAB V
PELIIIISAIIAAI{

Pasal 5
(1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan

Pedanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan
Prosedur serta rencana implementasinya.

(2) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya
sebagaimeura dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI
JANGKAWAI(TU

Pasal 6
(1) Pe{anjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanegat ditaldatangani oleh PARA

PIIIAI( sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman antara Badan
Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tanggal O4 Oktober 2O25

(21 Perjanjian Kerja Sama irri dapat diperpanjang sesuai kebutuhan
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAI( dengan terlebih dahulu dilakukan
koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku
Perjanj ian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja
Sama ini sebelum jangka walrtu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

d

f.
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berakhir maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada
pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dialhirinya Perjanjiart
Kerja Sama ini.

(4) Apabila Perjanjian Ke{a Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri
sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi
tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yarrg harus diselesaikan terlebih
dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Ke{a
Sama ini.

BAB VII
I(EADAAIT KAIIAR

Pasal 7

(1)

(2t

(3)

(4)

(5)

(6)

Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar
kekuasaan PARA PIHAI( yang menghalangi secara langsung atau tidak
langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini'

setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar harus diberitahukan kepada
PIIIT,K lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tedadinya
Fore Majeuiedengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan
resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.

Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana
dimaksud pida ayat (2) mengakibatkan PIHAK lain yang tidak mengalami
Keadaan Kahar berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Keadaan
Kahar tersebut.

Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh PIHAK yang mengalami Keadaan
Kahar bukan merupakan tanggung jawab PIHAI( lainnya.

PIHAI( yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali
kewajibannya sesuai dengan dengan Perjanjian Ke{a Sama ini paling lambat
7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.

Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan
untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi
hanya merupakan keadaan yang menangguhkal Perjanjian Kerja Sama
sampai Keadaan Kahar berakhir.
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BAA VUI
PHBIAYAAII

Pesda

BAB IX
BERAIIASIAAI|

Pesel 9
(1) PARA PIIIA.E sepakat bahwa pertukaran data danlatau informasi hanya

digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 2 dan Pasal
3 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PARA PTITAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data
dan/ atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-
undangan, PARA PIHA.K sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data
dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (l) dan tidak akan
memberikan kepada pihak tain tanpa persetujuan tertuts dari PARA
PIIIAI(
PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data
dan/ atau informasi yang diperoleh dari PIIIAK PERIAUA atau PIHAI(
HEDUA.

(21

(3)

(4)

EAB X
PF.XATTAUAI| DAIT Ef,IALUASI

Perd 1()

PARA PIEAr mehksanakan Irmantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
perjanjian Kerja sama ini secara berkala paling sedikit I (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.

- lo-

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini
dibebankan pada PARA PIIIAII sesuai dengan ketentuan p€raturan perundang-
undangan.



(1)

(21

(3)

BAB XI
KORESPIOITDEITSI

P.saI 11

PARA PIHAI( adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan
Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai
berikut:

a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten T\rlungagung

Subbagian Umum

Jalan Sultan Agung III Nomor IA Desa Ketanon

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten T\rlungagung

Telepon : (0355) 336 868

Fax : (0355) 336 868

Email : bnnkab-tulungagung@bnn.go.id

b. Lembaga Pernasyarakatan Kelas II B Tulungagung

Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Jalan Pahlawan Nomor 139 Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru

Kabupaten T\rlungagung

Telepon : (0355) 321 73I
Email : lapastulungagung4o5 I 6@gmatl.com I

humaslpta@gmail.com

PARA PIIIAX setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan
p".ubahat alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender
sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum
diterima, mal<a segala korespondensi penyampaian informasi tetap
menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 1l -
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Perubahan dan/ atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Ke{a
SamainiakandiaturdanditetapkanberdasarkankesepakatanPARA
pIIIAI1 yang dituangkan secara iertr:lis dalam kesepakatan te mbahan
(adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagran tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan
perjanjianKerjaSamainiakandiselesaikanolehPARAPll[AKsecara
musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAIIA,

BAB IgI
XETENTUAN LIUX.I,AIT

Pasal 12

BAB XIII
PEICUTUP

Pasel 13

HANI

KEDUA,

P I'IUAH

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari' tanggal'

U"frr, tahun 
-dan 

tempat sebagaimana disebutkan pada awal 
, 
Pe{anjian

X..:"'S"*" ini, dalam rangkap 2 -(dua) asli, masing-masilg bermeterai

;i."p;;;empunyai keku"atan hukum yang sama setelah ditandatangani
PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat de1gan semangat kerja sama

yang baik uniuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK'
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